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PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2005 — 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

bahwa untuk memberikan arah kebijakan pembangunan sebagai acuan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di
Kabupaten Bangkalan serta dalam rangka pengintegrasian perencanaan
pembangunan daerah dengan sistem perencanaan pembangunan nasional,
maka diperlukan pedoman yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan
Bentuk Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerabh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran
Daerah dan Berita Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah
Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 2/E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Jawa Timur 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E).



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

Menetapkan

dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2005 — 2025.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.

2.
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4

Daerah adalah Kabupaten Bangkalan;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan;

Kepala Daerah adalah Bupati Bangkalan;

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025, yang
selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan
pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak
tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan
Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan
yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan yang selanjutnya
disebut RTRW adalah rencana umum tata ruang yang berfungsi sebagai
kebijakan matra ruang pembangunan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB Il
SISTEMATIKA

Pasal 2
Sistematika RPJPD terdiri dari :
a. Babl : Pendahuluan;
b. Babll : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. Bablll : Analisis Isu-isu Strategis;
d. Bab IV :Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025;
e. BabV : Arah Kebijakan, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka

.

Panjang Daerah,;
Bab VI : Pendanaan Pembangunan Daerah;
Bab VIl : Penutup.



Pasal 3

(1) Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
a. Latar Belakang;
b. Maksud dan Tujuan;
Landasan Hukum;
. Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya;
. Proses Penyusunan RPJP Kabupaten Bangkalan 2005-2025; dan
f. Sistematika Penyusunan.
(2) Gambaran Umum Kondisi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b terdiri dari:
a. Gambaran Umum Wilayah;
Potensi Sumber Daya Pesisir dan Laut;
Penggunaan Lahan;
Kependudukan;
Sosial Budaya Masyarakat ;
Perekonomian; dan
g. Modal Dasar dan Potensi.
(3) Analisis Isu-isu Strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c terdiri
dari:
a. Industrialisasi Pasca Suramadu;
Penyiapan Infrastruktur Pendukung;
Kemiskinan, Kesenjangan, Pengangguran dan Kualitas SDM;
Penurunan Produktivitas Sektor Pertanian; dan
e. Dampak Lingkungan Pembangunan Strategis.
(4) Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari:
a. Visi Pembangunan Daerah;
b. Misi Pembangunan Daerah; dan
c. Stategi Pembangunan.
(5) Arah Kebijakan, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari:
a. Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025; dan
b. Tahapan dan Skala Prioritas.
(6) Pendanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf f terdiri dari:
a. Arah Kebijakan Pendanaan Pembangunan Daerah; dan
b. Strategi Pendanaan Pembangunan Daerah.
(7) Penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g terdiri dari:
a. Kaidah; dan
b. Prasyarat.
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Pasal 4

(1) Visi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah
Bangkalan sebagai Kabupaten Industri, Perdagangan, dan Jasa yang
Tangguh Menuju Terciptanya Masyarakat Madani.



